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MOTTO
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ABSTRACT

The level of tax compliance in Tegal Regency is ill low, especially
individual taxpayers who do business. It can be seen from comparison between
the number of registered taxpayers with the number of taxpayers who report tax
return. This research aimed to analyze the effect of the benefits of TIN, taxpayer
under standing, quality of services, and tax penalties on tax compliance.

Primary data collection method used is a survey method using questionnaires
media. Sampling was done by convenience sampling method. The number of
questionnaires that can be analyzed is 70 questionnaires. Data analysis
techniques used in this research islogistic regression analysis.

The results of this research showed that taxpayer understanding had positive
and significant effect on tax compliance. Benefits of TIN, quality of services and

tax penalties had no significant effect on tax compliance.

Keywords: benefits of TIN, taxpayer understanding, quality of service, tax

penalties, tax compliance
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ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tegatimaendah, terutama
wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha. iHaldapat dilihat dari
perbandingan jumlah wajib pajak terdaftar dengamlgh wajib pajak yang
menyampaikan SPT. Penelitian ini bertujuan untukngaealisis pengaruh
kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualidaygnan, dan sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode pengumpulan data primer yang digunakan hdalatode survei
dengan menggunakan media kuesioner. Pengambilapekatitakukan dengan
metodeconvenience sampling. Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis adalah 70
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan ndaf@enelitian ini adalah
analisis regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahamanjibwgpajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatulajib pajak. Kemanfaatan
NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakak ti@apengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kemanfaatan NPWP, pemahaman wajibkp&jaalitas pelayanan,

sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yanmang dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untulajmesn kesejahteraan
umum. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonegiat dliwujudkan dengan
menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanadarbangunan di segala
bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber psma@myang memadai. Salah
satu sumber pembiayaan negara adalah pajak. Undiaagng Nomor 28 Tahun
2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-UndangoNd Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakagehatkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yagrgitang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasdkalang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsumgdig@nakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemaknalkgat.?

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaaag@tair). Pajak berfungsi
sebagai sumber dana yang digunakan untuk memlpaygeluaran-pengeluaran
pemerintah (Waluyo, 2008). Kontribusi pajak dalamggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkitl ini menunjukkan
bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Kdedna itu, Direktorat
Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkaerpeaan pajak. Proporsi

penerimaan pajak terhadap APBN dalam 5 tahun €88 hingga 2012 dapat

dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.



Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap APBN Tahun 200&012
No. Tahun Jumlah (dalam triliun) Persentase (%)
Anggaran Pajak APBN Pajak : APBN
1 2012 1.019,33 1.292,87 78 %
2 2011 878,68 1.169,91 75 %
3 2010 723,30 995,27 72 %
4 2009 619,92 848,76 73 %
5 2008 658,70 981,60 67 %

Sumber : http://www.anggaran.depkeu.go.id, diokg,3

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas \gadadang Dasar 1945
Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pundatanyang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undadgng. Widia (2009)
mengemukakan bahwa pemungutan pajak di Indonesisupalean suatu
kesepakatan antara Pemerintah dan rakyat yang itliwkthh Dewan Perwakilan
Rakyat. Hal ini sekaligus menjadi landasan hukumi Iperaturan-peraturan di
bidang perpajakan untuk melakukan pemungutan pdijakdonesia. Selain itu,
pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdiwajiban dan peran
serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama melaksanakan
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pemlaiayanegara dan
pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengafsmrubahan dari
official assessment systemenjadi self assessment systesejak reformasi
perpajakan pada tahun 198%Felf assessment systemerupakan sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercay@aaggung jawab
kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkenembayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dib@yaluyo, 2008). Supadmi



(2009) menyatakan bahwa siste@lf assessmemhenuntut adanya peran serta
aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajibapgp@kannya. Kesadaran dan
kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakaktoia terpenting dari
pelaksanaan sistem tersebut.

Harahap (2004, dalam Supadmi, 2009) berpendapatebdlanutnya sistem
self assessmemnembawa misi dan konsekuensi perubahan s{kagadaran)
warga masyarakat untuk membayar pajak seaaarela oluntary compliance
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secaraedakmerupakan tulang
punggung sisterself assessmerfsecara umum, kewajiban perpajakan yang harus
dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan sistsif assessmeatialah :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok W&jajak (NPWP).
2. Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajakya.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarldari untuk
memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatajban bagi setiap
Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan ektibj dan objektif
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undgegpajakan. Selain karena
kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakarghderbagai manfaat wajib
pajak atas NPWP tersebut. Priantara (2011) begpatdbahwa kebutuhan
memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sgdiasuatu kondisi di mana
wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Fak&rutuhan tersebut
berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. P@012) mengatakan bahwa
wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri #pabemperoleh manfaat atas

kepemilikan NPWP. Penelitian yang dilakukan olehriP{2012) menunjukkan



bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berpehg&ethadap kepatuhan
pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka segalavitkis perpajakan yang
dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan teiguamleh Direktorat Jenderal
Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi ajkgn. Namun,
kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajdéara melaksanakan
kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajakngay&k wajib pajak yang
tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipunh tetl@emiliki NPWP.
Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaaty yselaras dengan
kepentingan wajib pajak. Manfaat-manfaat terselhérdpkan akan memotivasi
wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPW&api juga untuk patuh
memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak hasilgn yaitu membayar
dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, kemaarfalitPWP diduga sebagai
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhaib pajak dalam
membayar dan melaporkan pajak.

Sistem self assessmenmenuntut adanya peran aktif masyarakat dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yamagh tenemiliki NPWP
diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif ohalamemenuhi kewajiban
perpajakannya. Sesuai dengan sissati assessmeryang dianut di Indonesia,
wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggangb untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sereBarbya pajak yang harus
dibayar. Kewajiban perpajakan tersebut harus diladkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang beikh karena itu, wajib



pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentangtpen perpajakan yang
berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajs@ebut.

Ekawati (2008) berpendapat bahwa kesadaran dansipkaan dari
masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan ata@m kewajiban
perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisiaat £emberitahuan (SPT),
penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayadan)pelaporan atas pajaknya.
Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan ditggatkan dengan baik
oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki petedeian yang cukup mengenai
keempat hal tersebut. Pemahaman tentang peratuempajgkan akan
memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajilgmrpajakan.
Hardiningsih (2011) menyebutkan bahwa wajib pajakgy tidak memahami
peraturan perpajakan secara jelas akan cenderumgdneajib pajak yang tidak
patuh. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwaalpaman wajib pajak
tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhasfagduhan wajib pajak untuk
membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian yalagu#tan oleh Widayati
dan Nurlis (2010) yang menemukan bahwa pengetaldem pemahaman
terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh ygngdikan terhadap kemauan
wajib pajak untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban lumiembayar pajak
berhubungan erat dengan kualitas pelayanan teylaaig diberikan aparat pajak
kepada wajib pajak. Fuadi (2013) menyebutkan bapelayanan pada sektor
perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yaoeyikhn oleh Direktorat

Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantjib wejak memenuhi



kewajiban perpajakannya. Supadmi (2009) berpendagtatva salah satu upaya
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah bbeekan pelayanan yang
baik kepada wajib pajak. Aparat pajak harus seasatimelakukan perbaikan
kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat mestkmk kepuasan dan
kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan gpkaradapat meningkatkan
kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan ggehirmeningkatkan
kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2@@h karena itu, kualitas
pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak didwgagai faktor yang dapat
mepengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayadapat diukur melalui
lima dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakagh dParasuramaet al.
(1988), yaitu kehandalarrefiability), daya tanggaprésponsivene$s jaminan
(assurances empati (enpathy dan bukti fisik fangibleg. Hal ini didukung
dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (20d&#)g menemukan bahwa
kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh ignifterhadap kepatuhan
wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)Jawa Timur.

Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan nuelglengenaan sanksi
perpajakan. Undang-undang dan peraturan telah rmergggaimana pelaksanaan
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasidsisyang akan dikenakan
apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pexkanpnya. Pengenaan sanksi
bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajd&tmiko (2006)
berpendapat bahwa wajib pajak akan patuh membajak ppabila memandang

bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugyjeanMenurut Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 1983, tugas Direktorat Jehd@agmk adalah berperan
aktif dalam melaksanakan pengendalian adminisfpasnungutan pajak yang
meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengamadan penerapan sanksi
administrasi. Ketegasan Direktorat Jenderal Pajakand menerapkan sanksi
kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibansgagat diperlukan

sehingga terbentuk perilaku kepatuhan wajib pajdlasil penelitian yang

dilakukan Muliari dan Setiawan (2010) menemukamwaabpersepsi wajib pajak

tentang sanksi perpajakan secara parsial berpdngasitif dan signifikan pada

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dntia Pelayanan Pajak
Pratama Denpasar Timur.

Nurmantu (2003) mendefinisikan kepatuhan perpajalsgibagai suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajipampajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajitakpajapat dilihat
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalamatStdaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE — 02/PJ./2008 Tentang Tata CaratdmreWajib Pajak Dengan
Kriteria Tertentu. Wajib pajak akan ditetapkan ggbhaNajib Pajak Patuh oleh
Direktorat Jenderal Pajak jika memenuhi kriterigetetu dalam Surat Edaran
tersebut. Salah satu kriteria Wajib Pajak Patuhlahddepat waktu dalam
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 8 tanakhir.

KPP Pratama Tegal hingga per 1 Juli 2013 mencaida pahun pajak 2012
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang mefakuusaha telah terdaftar
sebanyak 17.232 dan yang efektif sebanyak 16.6&mud, WP OP yang

melakukan usaha yang menyampaikan SPT hanya 34#9ni menunjukkan



tingkat kepatuhan WP OP yang melakukan usaha dupakn Tegal hanya
18,83%. Berdasarkan data yang diperoleh dari KaRwlayanan Pajak (KPP)
Pratama Tegal diketahui pula bahwa tingkat kepato® OP yang melakukan
usaha di Kabupaten Tegal cenderung menurun daunnt&le tahun meskipun
jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningKaigkat kepatuhan WP OP
yang melakukan usaha dalam menyampaikan SPT dipeddn Tegal selama 4
(empat) tahun sejak 2009 hingga 2012 dapat diikda Tabel 1.2 berikut ini.
Tabel 1.2

Tingkat Kepatuhan WP OP Yang Melakukan Usaha di Kalupaten Tegal
Tahun 2009-2012

No. | Tahun| Wajib Pajak | Wajib Pajak| Wajib Pajak Yang | Tingkat
Pajak | Terdaftar Efektif Menyampaikan SPT Kepatuhan
1 | 2009 8.912 8.422 2.286 27,14%
2 | 2010 10.135 9.581 2.087 21,78%
3 | 2011 11.526 10.916 2.102 19,26%
4 | 2012 17.232 16.614 3.129 18,83%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama JTeegal Juli 2013

Objek penelitian yang menjadi fokus dalam penglitiai adalah WP OP
yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Teg&l.QF yang melakukan
kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyedeakgn kegiatan usaha dan
tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberiakefyajib pajak orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaletisepaha dagang, jasa,
industri, dan lain-lain. Dalam pelaksanaself assessment systewsjib pajak
diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untolenghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sereBarbya pajak yang harus
dibayar. WP OP yang melakukan kegiatan usaha niempéngalaman langsung

dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, ddapmdan pajaknya serta



berinteraksi dengan aparat pajak dibandingkan deny® OP pegawai atau
karyawan. Pajak yang harus dibayarkan oleh WP @Bvp& atau karyawan telah
dipotong, dibayarkan dan dilaporkan oleh bendahamapemberi kerja sehingga
WP OP pegawai atau karyawan tidak memiliki banyakgalaman langsung
dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, ddapmdan pajaknya serta
berinteraksi dengan aparat pajak. Disamping tingkpatuhan WP OP usahawan
di Kabupaten Tegal yang cenderung menurun, hal jniggang menjadi dasar
pemilihan WP OP yang melakukan kegiatan usaha aebhgek penelitian.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukangyg@&n mengenai
pengaruh dari kemanfaatan NPWP, pemahaman wajdk,pjalitas pelayanan,
dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajilik.p@jeh karena itu, peneliti
termotivasi untuk melakukan penelitian mengenaiaképan wajib pajak dengan
judul “PENGARUH KEMANFAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB
PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada WP OP di

Kabupaten Tegal).”

1.2 Perumusan Masalah

Peneraparself assesment systainindonesia merupakan salah satu bentuk
upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajilakpantuk memenuhi
kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pgaks berupaya meningkatkan
penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajjakpterdaftar. Namun,

penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang adaktidiiringi dengan
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peningkatan kepatuhan wajib pajak. Demikian pulgkiat kepatuhan wajib pajak
di Kabupaten Tegal yang cenderung menurun yanigadidari tahun 2009-2012.
Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan méma@ kewajiban
perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjuklasentase yang tidak
mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini @didas pada perbandingan
jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sedikit Belengan jumlah total wajib
pajak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan @é&ran mengenai faktor-faktor
yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak masih rendatabel yang diduga
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam peneliiaradalah kemanfaatan
NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanansdaksi perpajakan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, makempssan masalah dalam
penelitian ini dinyatakan dalam pertanyaan seblagakut :
a. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatwajib pajak?
b. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhaglagtkhan wajib pajak?
c. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadapglegawajib pajak?

d. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadaputegratvajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumudikatas, maka tujuan
penelitian yang ingin dicapai adalah :
a. Untuk menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP taph&dpatuhan wajib

pajak.
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. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib padkadap kepatuhan
wajib pajak.

. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayananatieqh kepatuhan wajib
pajak.

. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan daph&epatuhan wajib

pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamimat sebagai berikut :

. Bagi aparat pajak, hasil penelitian diharapkan mammgmberikan masukan
dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak loielpeningkatan

kualitas pelayanan dan pemberian sanksi perpajakan.

. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian dapat dijadikan literatur
bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktgang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak.

. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan daigtdikan sebagai cerminan
bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yangubaterhadap ketentuan

perpajakan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mendapatkambgran yang jelas dan

terarah serta lebih memudahkan dalam mengikuti ppagan masalah dan isi

penelitian ini, maka penulis menggunakan sisteragignulisan sebagai berikut :



12

Bab | berisi pendahuluan yang berupa uraian memgkewtar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaatfitip@nserta sistematika
penulisan.

Bab Il berisi tinjauan pustaka yang menguraikantategm landasan teori,
bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yangisejkerangka penelitian dan
hipotesis penelitian.

Bab Il berisi metode penelitian yang menguraikamtang variabel-variabel
dan metode-metode yang digunakan dalam penelitsaperti penjelasan
mengenai variabel penelitian dan definisi operadiopenentuan sampel, jenis
dan sumber data, metode pengumpulan data, sertadenetnalisis yang
digunakan.

Bab IV Berisi hasil dan pembahasan yang menguraikatang deskripsi
objek penelitian, analisis data dan pembahasan klasil penelitian yang
dilakukan.

Bab V Berisi penutup yang menguraikan tentang keslan yang diperoleh

dari pembahasan sebelumnya, keterbatasan pendiitiarsaran.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1Teori Atribusi
Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelle}972) yang merupakan
perkembangan dari teori atribusi yang dicetuska &lritz Heider (1958). Teori
ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamatilplen seseorang, individu
tersebut berupaya untuk menentukan apakah peritakebut disebabkan secara
internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 20B8jilaku yang disebabkan
secara internal merupakan perilaku yang diyakinade di bawah kendali pribadi
seorang individu. Perilaku yang disebabkan sedsstemal merupakan perilaku
yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab Ya#ty individu tersebut
dianggap telah dipaksa berperilaku demikian olalasi.
Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan appé&sdlaku disebabkan
secara internal atau eksternal dipengaruhi olehféigtor berikut :
1. Kekhususan
Kekhususan merujuk pada apakah seorang individupeeimatkan perilaku-
perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yamtpdaa. Apabila perilaku
dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkaaras@ternal. Sebaliknya,
apabila perilaku dianggap tidak biasa maka periteksebut disebabkan secara

eksternal.

13
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2. Konsensus
Konsensus merujuk pada apakah semua individu yamgnadapi situasi yang
serupa merespon dengan cara yang sama. Apabil@&nsuss rendah, maka
perilaku tersebut disebabkan secara internal. &elyal apabila konsensus
tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secarzied.

3. Konsistensi
Konsistensi merujuk pada apakah individu selaluesgons dalam cara yang
sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaksebert disebabkan secara
internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten pkti| maka perilaku tersebut
disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktotdak yang dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakiandmodel penelitian ini.
Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikajib pajak dalam membuat
penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsigasg untuk membuat penilaian
mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh fakit@rnal maupun eksternal

orang lain tersebut (Jatmiko, 2006).

2.1.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albamdira (1977). Teori ini
menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewgapetan dan pengalaman
langsung (Robbins dan Judge, 2008). Pengaruh nmooldé¢! adalah sentral pada
sudut pandang pembelajaran sosial. Proses dalanbetgaran sosial untuk

menentukan pengaruh model pada seorang individiputiel



15

1. Proses perhatian, yaitu proses individu mengeraadi rdencurahkan perhatian
terhadap sebuah model.
2. Proses penahanan, yaitu proses individu mengingdakan suatu model
setelah model tersebut tidak lagi tersedia.
3. Proses reproduksi motorik, yaitu proses individungubah pengamatan
menjadi tindakan.
4. Proses penegasan, Yyaitu proses individu menampilgarilaku yang
dicontohkan jika tersedia insentif positif atau g
Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelagi@niaku Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Jatm@k®6). Teori ini
diadopsi untuk menjelaskan bahwa Wajib Pajak alkdahpdalam membayar dan
melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya jika alevpengamatan dan
pengalaman langsungnya, pajak yang dibayarkan telmunakan untuk

membantu pembangunan di wilayahnya.

2.1.3Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi®)1B8rarti tunduk
atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gi{dg8%1, dalam Jatmiko, 2006),
kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok @tganisasi untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang pkteta Dalam pajak, aturan
yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jeglatuhan pajak
merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adedgib pajak, terhadap

peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.
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Gunadi (2005) menjelaskan bahwa kepatuhan p&gakcompliancepdalah
wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi jieara pajaknya sesuai
dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakapeyaeriksaan, investigasi
seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam pemesapisi baik hukum
maupun administrasi. Ismawan (2001, dalam Supa2d9) mengatakan bahwa
kepatuhan sebagai fondalf assessmemlapat dicapai apabila elemen-elemen
kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-etenkenci tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yaeigief
4. Pemantapalaw enforcemergecara tegas dan adil.

Devano (2006, dalam Supadmi, 2009) menyebutkan dalajib pajak
bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibarkpggadan kemudian secara
akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkak pajsebut. Kepatuhan dan
kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yangrencgalam situasi sebagai
berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahamissketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
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Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimeid pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksarfada perpajakannya
(Nurmantu, 2003). Kepatuhan terdiri dua macam,uyagpatuhan formal dan
kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah sueddldan di mana wajib pajak
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengamtket®e dalam undang-
undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatfiormal adalah wajib
pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SBRynan sebelum batas
waktu. Kepatuhan material adalah suatu keadaaradarwajib pajak memenuhi
semua ketentuan material perpajakan, yakni sesrajash isi dan jiwa undang-
undang perpajakan. Kepatuhan material dapat judgutiekepatuhan formal.
Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adakgib pajak yang mengisi
SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai démgantuan undang-undang
serta menyampaikannya sebelum batas waktu.

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Suraardfd Nomor SE-
02/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Bsgagan Kriteria Tertentu
sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan dkoi®2/PMK.03/2007.
Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa VPajak Patuh adalah wajib
pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal P&ekagai wajib pajak yang
memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksuéndaPeraturan Menteri
Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Caretapan Wajib Pajak
Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembdtandahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak. Kriteria tertentu dalam Perativtanteri Keuangan Nomor

192/PMK.03/2007 adalah :
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a. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SBEmMd3 tahun
terakhir.

b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahakhteluntuk Masa
Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih 8arasa pajak untuk
setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

c. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam fhbrutelah
disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian I8B3a untuk masa
pajak berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jesjakp kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pe&rdra pajak,
meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahuelusebpenetapan
sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk upajak yang belum
melewati batas akhir pelunasan.

e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik a¢sobBga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tangeqelian selama
tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan diswdalam bentuk panjang
(long form repory dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersiahd
fiskal bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahudan juga
pendapat akuntan atas laporan keuangan yang dditatidatangani oleh
akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembagenepintah
pengawas akuntan publik.

f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukanatnpidana di bidang
perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yangliknekekuatan
hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.4Kemanfaatan NPWP
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perub#lsiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentilrmaum Dan Tata Cara
Perpajakan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa :
“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang dibarikeepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajgkag dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas WajjakPdalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.”
Pasal 2 menyatakan bahwa :
“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratdoektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaegpajakan wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat JenderajalP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat ked#aduWajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”
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Dalam pelaksanaaself assessment systemasyarakat diharapkan dengan
sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri dan peesreh NPWP. Meskipun
begitu, masih banyak pula masyarakat yang enggamk umendaftarkan diri
sebagai wajib pajak dengan sadar dan sukarela. Kaledna itu, sesuai dengan
Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun Bi@ktorat Jenderal Pajak
diberikan kewenangan untuk memberikan NPWP se@datgn kepada wajib
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajjakpantuk memiliki NPWP
tidak hanya didasarkan sikap sukarela dari wajjakpantuk mendaftarkan diri,
tetapi juga dapat dipaksakan atas dasar peraterangang-undangan. Pemberian
NPWP secara jabatan dilakukan apabila berdasarkta ylng diperoleh atau
dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukKaethwa wajib pajak tersebut
telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan nkerRiRWP bagi wajib
pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di maajib pajak tersebut sangat
memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaiengan manfaat dari
memiliki NPWP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indon@€i89), manfaat berarti
guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan bdralt (ber)manfaat atau
kegunaan. Jadi, kemanfaatan NPWP merupakan keguwaamn diperoleh oleh
wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperolehb wpgjak atas
kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain vyaitujibwgajak dapat
membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Apaajk dapat mengawasi

pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajakalm NPWP sebagai
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sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitgsajgkan yang dilakukan oleh

wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau udasaryang berkaitan dengan

pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat .pdjakgsi NPWP yang

disebutkan dalam UU KUP antara lain :

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

2. Sebagai identitas wajib pajak.

3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pexsgen administrasi
perpajakan.

4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Wajib pajak akan terhindar dari sanksi karena tidakmiliki NPWP bagi
wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjgah objektif berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakainini didasarkan atas
pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerinmeggara. Menurut
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasak88psorang yang dengan
sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara malkadikenai sanksi. Sanksi
tersebut yaitu sanksi pidana penjara paling singkaim bulan dan paling lama
enam tahun dan denda paling sedikit dua kali junplajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan paling banyak empat katilgh pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak akan terhindar dari pengenaan taridlPe&engasilan (PPh) yang
lebih tinggi. Direktorat Jenderal Pajak memberikiskriminasi pengenaan tarif

PPh antara wajib pajak yang memiliki NPWP dengafibwaajak yang tidak
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memiliki NPWP. Berdasarkan Undang-Undang Repubtfi@ohesia Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, diskrimitaaigibagi wajib pajak yang
tidak memiliki NPWP berlaku untuk jenis PPh berikut

1. Tarif PPh Pasal 21 dikenakan 20% lebih tinggi.

2. Tarif PPh Pasal 22 dikenakan 100% lebih tinggi.

3. Tarif PPh Pasal 23 dikenakan 100% lebih tinggi.

Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengurusamngstrasi yang
terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankajib vpajak. Saat ini, Wajib
pajak semakin sulit untuk mengindar dari kewajibmamiliki NPWP karena
hampir semua sektor telah dipagari oleh pemeridahgan prasyarat NPWP.
Priantara (2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yaegjalankan usaha atau
pekerjaan bebas memiliki NPWP karena NPWP serijeglidan sebagai syarat
administratif untuk memperoleh izin usaha. Namuanyak wajib pajak yang
tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usatau gekerjaan bebas
meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini menicd&an bahwa faktor
kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras denggpektingan usaha wajib
pajak masih perlu ditingkatkan. Kemudahan penguruadministrasi yang
diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP ani@ira:

1. Pengajuan Kredit Bank kredit dengan plafon di &a$0.000.000,00.
2. Pengajuan Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah.

4. Berpeluang menjadi rekanan Pemerintah.
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Wajib pajak akan memperoleh kemudahan dalam pedayparpajakan baik
yang bersifat informatif maupun teknis. Kemudahaelayanan perpajakan yang
diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP ant@ia seperti pelayanan
pengembalian (restitusi) pajak, pengurangan penmaayzajak, penyetoran pajak,
pelaporan pajak dan lain-lain.

Putri (2012) mengatakan bahwa wajib pajak akanhpatiuk mendaftarkan
diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikanWIRP Penelitian yang
dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa mainfeang dirasakan wajib
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKdNam memiliki NPWP.
Namun, kepemilikan NPWP bukanlah suatu jaminan lamajib pajak akan
melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melapopkgaknya. Banyak
wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersmeskipun telah memiliki
NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan naanjang selaras
dengan kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajedn termotivasi untuk
membayar dan melaporkan pajaknya setelah memiliVR. Berbagai manfaat
yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP dihamapkapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kemanfaBifawP diduga sebagai salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan vpajak dalam membayar
dan melaporkan pajak. Semakin banyak manfaat ygregaleh wajib pajak atas

kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak jugamaemakin meningkat.



23

2.1.5Pemahaman Wajib Pajak

Sistem self assessmenmenuntut adanya peran aktif masyarakat dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yamagh tenemiliki NPWP
diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif shalamemenuhi kewajiban
perpajakannya. Sesuai dengan sissati assessmeryang dianut di Indonesia,
wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitungmmperhitungkan, membayar,
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harbayainya. Kewajiban
perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai mlepgeaturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenavdjib pajak harus memiliki
pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakam herlaku dalam rangka
memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Resmi (2009, dalam Nugroho, 2012) mengatakan bgtewmgetahuan dan
pemahaman akan peraturan perpajakan adalah prosemad wajib pajak
mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasilemggtahuan itu untuk
membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaberpajakan yang
dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan udaumntata cara perpajakan
yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikarat SPemberitahuan
(SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda das Waktu pembayaran atau
pelaporan SPT.

Ekawati (2008) berpendapat bahwa kesadaran dansipkaan dari
masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan ata@m kewajiban

perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajibpajakean dapat dilakukan
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dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajakmitigi pengetahuan yang

cukup mengenai keempat hal berikut (Ekawati, 2008)

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara betamgga wajib pajak harus
memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SP

2. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutarg ditanggung oleh wajib
pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemaharyang cukup dalam
menghitung pajak terutang yang ditanggung olehbnzgjak.

3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktinisgang ditentukan,
sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuag gakup mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.

4. Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setemglatnajib pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksanaddragk jika didukung
dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenatysan perpajakan.

Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajakm datelaksanakan

kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahaeraturan perpajakan

secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajag fidak patuh (Hardiningsih,

2011). Demikian pula sebaliknya, semakin wajib kajpaham mengenai

peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cengenenjadi wajib pajak yang

patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaawdg@emahaman wajib pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Peaggumariabel pemahaman
peraturan perpajakan ini didukung dengan hasil ljg@me Widayati dan Nurlis

(2010), Rajif (2012), dan Nugroho (2012) juga mgukikan bahwa pengetahuan
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dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpbngasitif terhadap

kepatuhan wajib pajak.

2.1.6 Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada larardgngan cara-cara
tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungarpemt®nal agar tercipta
kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalanadgup 2009). Dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahur@ZDéntang Pelayanan
Publik Pasal 1 dijelaskan bahwa :

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiagiaken dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan pergiarundangundangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas bajasay, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggataye@an publik.”

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikébagae pelayanan yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepadabwp@jak untuk membantu
wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Fuz@ii3).

Pelayanan yang berkualitas menurut Supadmi (20@8pka pelayanan yang
dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak tm dalam batas memenuhi
standar pelayanan yang dapat dipertangungjawalséa Isarus dilakukan secara
terus-menerus. Kualitas adalah suatu kondisi disarang berhubungan dengan
produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yaemenuhi atau melebihi
harapan pihak yang menginginkannya. Dengan demikizaditas yang dimaksud
di sini adalah kondisi dinamis yang dapat mengkasit

1. Produk yang memenuhi atau melebihi harapan wajdkpa

2. Jasa yang memenuhi atau melebihi harapan wajil.paja
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3. Suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapjan pegak.
4. Lingkungan yang memenuhi atau melebihi haraparvgsgjak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-820R1 Tentang
Pelayanan Prima menjelaskan bahwa :

“Pelayanan yang baik adalah sentra dan indikammatdalam membangun
citra Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kuali@sayanan harus terus menerus
ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dambmagun kepercayaan
seluruhstakeholdeperpajakan terhadap Direktorat Jenderal Pajak.”
Peningkatan kepuasan wajib pajak dan selstalkeholderperpajakan menjadi
salah satu sasaran strategis Direktorat Jendejak Balam rangka mewujudkan
tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhpéégyanan perpajakan. Salah
satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yanggitiatas pelayanan
perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitayqea kepada wajib pajak.
Hal ini diwujudkan melalui Surat Edaran Direktumderal Pajak Nomor SE-
84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima yang menjadinped bagi aparat pajak
dalam melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak secdall tangsung akan dapat
menamankan citra positif. Konsep pelayanan printeg y@erupakan pelayanan
ideal, yang mengadopsi pelayanan terbaik dan walgrang telah disesuaikan
dengan situasi dan kondisi lingkungan Direktorahdéeal Pajak. Disadari
sepenuhnya bahwa proses tersebut tidak memberdsihdalam waktu singkat,
namun demikian diharapkan kepatuhan sukarela adwerttuk, dengan sinergi
dalam pelayanan dan kehumasan dan ditambah konsumkarnal dan eksternal,
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyalazada Direktorat

Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id).



27

Parasuramaret al. (1988, dalam Tjiptono, 2005) mengemukakan bahwa
terdapat lima dimensi yang digunakan untuk meRiaiitas pelayanan, yaitu :
1. KehandalanReliability)

Kehandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pafak memberikan
pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa mankesalahan apapun dan
menyampaikan pelayanan sesuai dengan waktu yaegedisti.

2. Daya TanggapResponsiveness

Daya tanggap berkenaan dengan kesediaan dan kemanaparat pajak
untuk membantu wajib pajak dan merespon permintamaereka, serta
menginformasikan kapan pelayanan akan diberikankgamudian memberikan
pelayanan secara cepat.

3. Jaminan Assurancg

Jaminan yaitu perilaku aparat pajak mampu menundulkikepercayaan dan
menciptakan rasa aman bagi wajib pajak. Jaminam lpegarti bahwa aparat pajak
selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan kei@ampilan yang
dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atesalah wajib pajak.

4. Empati Emphaty

Empati berarti aparat pajak memahami masalah wajak dan bertindak
demi kepentingan wajib pajak, serta memberikangigmh personal kepada wajib
pajak dan memiliki jam operasi yang nyaman.

5. Bukti Fisik (Tangible3
Bukti fisik berkenaan dengan daya tarik fasilitésk{ perlengkapan, dan

material yang digunakan aparat pajak, serta petamaparat pajak.
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Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannyambayar pajak
berhubungan erat dengan kualitas pelayanan teylaai§ diberikan aparat pajak
kepada wajib pajak. Apabila pelayanan yang diberigleh aparat pajak tidak
memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, bepafiayanan yang diberikan
tidak berkualitas. Dengan demikian, dapat dikatakahwa kualitas pelayanan
pajak yang diberikan oleh aparat pajak diduga akarpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kualitalysnan digunakan sebagai
variabel independen dalam penelitian ini. Pelayayang berkualitas akan
memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga @iemjadi patuh dalam
memenuhi kewajibannya kembali. Semakin baik kualifgelayanan yang
diberikan oleh aparat pajak maka semakin tinggkin kepatuhan wajib pajak.
Beberapa temuan empiris seperti penelitian ArumiZ20Rajif (2012), dan Fuadi
(2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan begpehg positif terhadap

kepatuhan wajib pajak.

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman ydegikiin kepada orang
yang melanggar peraturan. Peraturan atau undarapgncherupakan rambu-
rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu maEngg@a yang harus
dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakul&anksi diperlukan agar
peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (A201h2).

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pei@ie Indonesia

memilih  menerapkanself assessment systemialam rangka pelaksanaan
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pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan raarbbu yang diatur dalam
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksapemungutan pajak
dapat tertib dan sesuai dengan target yang dihamapRpabila kewajiban
perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuersim yang bisa terjadi
karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekwewusn tersebut adalah
pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentangrean Umum
Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada acenmsanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :

a. Sanksi administrasi berupa denda.

b. Sanksi administrasi berupa bunga.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari :

a. Pidana kurungan.

b. Pidana penjara.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sarperpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan pergagdadangan perpajakan
(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuliiengan kata lain sanksi
perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pgmjak melanggar norma
perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakaebtér diukur dengan
indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar apagak cukup berat.

2. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggaamapajak sangat ringan.
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3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan satlahsarana mendidik
wajib pajak.

4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnga taleransi.

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapabsiasgan.

llyas dan Burton (2010, dalam Arum, 2012) menyeaéntbahwa terdapat
empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wagijak apabila dikaitkan dengan

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu :

1. Dituntut kepatuhancpmpliancg wajib pajak dalam membayar pajak yang
dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

2. Dituntut tanggung jawabrdésponsibility wajib pajak dalam menyampaikan
atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktaiseasal 3 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983.

3. Dituntut kejujuran ljonesty wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan
sesuai dengan keadaan sebenarnya.

4. Memberikan sanksilgw enforcementyang lebih berat kepada wajib pajak
yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

llyas dan Burton (2010) berpendapat dalam Arum Z2Qfhwa pemberian
sanksi [aw enforcementtanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara kesisek
merupakan cara yang paling efektif dari keempatdnatas. Wajib pajak akan
patuh membayar pajak bila memandang sanksi pegurajakan lebih banyak
merugikannya (Jatmiko, 2006). Namun, sekarang amybk wajib pajak yang
menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajakkibebahwa sanksi

perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wgjak bahkan tidak segan
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untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebassaakisi. Pengenaan sanksi
perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhanib wpajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapal h@sielitian yang
dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setaa (2010), dan Arum (2012)
mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa spaksajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakimgdinatau beratnya sanksi,
maka akan semakin merugikan wajib pajak. Olehlsdfoa sanksi perpajakan

diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatwhgh pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pergasanksi denda,
pelayanan pajak dan kesadaran perpajakan terhaepgtukan wajib pajak.
Teknik analisis data menggunakan analisis regregiamda. Variabel dependen
yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajag pribadi. Variabel
independen dalam penelitian ini menggunakan satéwia, pelayanan pajak dan
kesadaran perpajakan. Hasil dari penelitian yalakwakan Jatmiko (2006) adalah
sanksi denda, pelayanan pajak dan kesadaran geapajaemiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajifapa

Muliari dan Setiawan (2010) melakukan penelitiatuknrmenguji pengaruh
persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadarnin pegak pada kepatuhan
pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Patean Pajak Pratama Denpasar
Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakénik analisis regresi linear

berganda. Variabel independen yang digunakan adaedepsi tentang sanksi
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perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkambebrdependen yang
digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pagkgopribadi. Hasil penelitian
Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa persspgb pajak tentang
sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak beapamgositif dan signifikan
pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2Dp1fertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemawatak membayar pajak
wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerja@nas. Variabel independen
yang digunakan dlam penelitian ini adalah kesadamaembayar pajak,
pemahaman tentang peraturan pajak, dan persemsbgéinatas efektifitas sistem
perpajakan, sedangkan variabel dependen yang dignredalah kemauan wajib
pajak untuk membayar pajak. Teknik analisis datagganakan analisis regresi
berganda. Hasil penelitian Widayati dan Nurlis @0Inenunjukkan bahwa
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajagunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk merabapajak. Namun,
kesadaran membayar pajak dan persepsi yang bask eftktifitas sistem
perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifieehadap kemauan wajib
pajak untuk membayar pajak.

Arum (2012) melakukan penelitian yang bertujuanukinimenganalisis
pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskas, shnksi pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakulkagiatan usaha dan
pekerjaan bebas. Penelitian ini menggunakan kemadaajib pajak, pelayanan

fiskus, dan sanksi pajak sebagai variabel indepenid®e kepatuhan wajib pajak



33

sebagai variabel dependen. Teknik analisis datg gegunakan dalam penelitian
ini adalah teknik analisis regresi berganda. Bendas hasil analisis yang
dilakukan, penelitian Arum (2012) menunjukkan bahkesadaran wajib pajak,
pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengamang positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Nugroho (2012) bertujuan untuk mengetdakior-faktor yang
mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Peameliti menggunakan
kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sap@igk sebagai variabel
independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai ehridependen. Variabel
independen dalam penelitian ini antara lain pergeta dan pemahaman akan
peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang betksialdan persepsi atas
efektifitas sistem perpajakan. Kesadaran membaggak pmerupakan variabel
intervening dan kemauan membayar pajak merupakaabeh dependen. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian dalah teknik analisis regresi
berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakuganelitian Nugroho (2012)
menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akaiurpe perpajakan,
pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsiedktifitas sistem perpajakan
berpengaruh postif terhadap kesadaran membayak, giganikian pula dengan
kesadaran membayar pajak berpengaruh positif teph&gmauan membayar
pajak.

Penelitian yang dilakukan Putri (2012) menguiji &gt pengaruh pemahaman
wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajakpekeayaan terhadap aparat

pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuharilipddMKM dalam memiliki
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NPWP. Analisis data dilakukan dengan menggunakénikeanalisis regresi
berganda. Variabel independen yang digunakan adadmiyaruh pemahaman
wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajakpekeayaan terhadap aparat
pajak, dan sosialisasi pajak. Variabel dependeg dagunakan adalah kepatuhan
pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Hasil penelitianPutri (2012)
menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak, manfasg ydrasakan Wajib
Pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak danisasiglajak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalanemiliki NPWP.

Rajif (2012) melakukan penelitian mengenai pengareimahaman, kualitas
pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakan terka@apihan pajak pengusaha
UKM di Cirebon. Analisis data dilakukan dengan mgungakan teknik analisis
regresi berganda. Variabel independen yang digumak@alah pemahaman,
kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi perpajakadangkan variabel
dependen yang digunakan adalah kepatuhan pajakugemy UKM. Hasil
penelitian Rajif (2012) menemukan bahwa variabemglgaman, kualitas
pelayanan dan ketegasan sanksi perpajakan berpéngaositif signifikan
terhadap kepatuhan pajak. Variabel yang paling dami mempengaruhi
kepatuhan pajak adalah ketegasan sanksi perpajakan.

Penelitian Fuadi(2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas
pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan daa kgyatuhan pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Jawa Timur. Analiglata dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis regresi berganda. Wealriandependen yang

digunakan adalah kualitas pelayanan petugas psgaiksi perpajakan dan biaya
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kepatuhan pajak, sedangkan variabel dependen ygugakan adalah kepatuhan

wajib pajak UMKM. Hasil penelitian Fuadq2013) menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan daa képatuhan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajiakpaMKM.

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu mengéepatuhan wajib pajak

=

No | Peneliti Variabel yang Alat Hasil Penelitian
(Tahun) Digunakan Analisis
1 | Jatmiko | Variabel independen: | Analisis | Sikap Wajib Pajak
(2006) Sanksi denda, regresi | terhadap pelaksanaan
pelayanan pajak dan | berganda| sanksi denda, pelayani
kesadaran perpajakan aparat pajak dan
kesadaran perpajakan
Variabel dependen: memiliki pengaruh
Kepatuhan pajak positif dansignifikan
terhadap kepatuhan
pajak
2 | Muliari Variabel independen: | Analisis | Persepsi wajib pajak
dan Persepsi tentang sanksiregresi | tentang sanksi
Setiawan | perpajakan dan bergandal perpajakan dan
(2010) kesadaran wajib pajak kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif dar
Variabel dependen: signifikan pada
Kepatuhan pelaporan kepatuhan pelaporan
wajib pajak orang wajib pajak orang
pribadi pribadi
3 | Widayati | Variabel independen: | Analisis | (1) Pengetahuan dan
dan kesadaran membayar | regresi | pemahaman tentang
Nurlis pajak, pemahaman berganda| peraturan pajak
(2010) tentang peraturan pajak, mempunyai pengaruh

dan persepsi yang baik
atas efektifitas sistem
perpajakan

Variabel dependen:
kemauan wajib pajak

untuk membayar pajak

yang signifikan
terhadap kemauan
wajib pajak untuk
membayar pajak.

(2) Kesadaran
membayar pajak dan

persepsi yang baik atas

\"2ZJ
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()

dirasakan Wajib Pajak,
kepercayaan terhadap
aparat pajak dan

No | Peneliti Variabel yang Alat Hasil Penelitian
(Tahun) Digunakan Analisis
efektifitas sistem
perpajakan mempunyalj
pengaruh yang tidak
signifikan terhadap
kemauan wajib pajak
untuk membayar pajak
4 | Arum Variabel independen: | Analisis | Kesadaran wajib pajak
(2012) Kesadaran wajib pajak| regresi | pelayanan fiskus, dan
pelayanan fiskus, dan | berganda| sanksi pajak memiliki
sanksi pajak pengaruh yang positif
dan signifikan terhadag
Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak
Kepatuhan wajib pajak
5 | Nugroho | Variabel independen: | Analisis | (1) Pengetahuan dan
(2012) pengetahuan dan regresi pemahaman akan
pemahaman akan berganda| peraturan perpajakan,
peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang
pelayanan fiskus yang berkualitas, dan
berkualitas, dan persepsi atas efektifita
persepsi atas efektifitas sistem perpajakan
sistem perpajakan berpengaruh postif
terhadap kesadaran
Variabel intervening: membayar pajak,
kesadaran membayar (2) Kesadaran
pajak membayar pajak
berpengaruh positif
Variabel dependen: terhadap kemauan
kemauan membayar membayar pajak
pajak
6 | Rajif Variabel independen: | Analisis | Variabel pemahaman,
(2012) Pemahaman, kualitas | regresi | kualitas pelayanan dan
pelayanan dan berganda ketegasan sanksi
ketegasan sanksi perpajakan berpengaryh
perpajakan positif dan signifikan
terhadap kepatuhan
Variabel dependen: pajak pengusaha UKM
Kepatuhan pajak
pengusaha UKM
7 | Putri Variabel independen: | Analisis | Pemahaman Wajib
(2012) pemahaman Wajib regresi | Pajak, manfaat yang
Pajak, manfaat yang | berganda| dirasakan Wajib Pajak,

kepercayaan terhadap
aparat pajak dan
sosialisasi pajak
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No | Peneliti Variabel yang Alat Hasil Penelitian
(Tahun) Digunakan Analisis
sosialisasi paja berpengaruh positif de
signifikan terhada|
Variabel depende kepatuhan pemilil
kepatuhan pemilil UMKM dalam
UMKM dalam memiliki NPWF
memiliki NPWF
8 | Fuadi Variabel independe Analisis | Kualitas pelayana
(2013) Kualitaspelayanan regresi | petugas, sank:
petugas pajak, sank berganda| perpajakan dan biay
perpajakan dan biay kepatuhan paja
kepatuhan paje berpengaruh signifika
terhadap kepatuhe
Variabel depender wajib pajak UMKN
Kepatuhan wajib paja
UMKM

2.3 Kerangka Penelitian

Wajib pajak akan berperilaku patuh dalam laksanakan kewajibe
perpajakan apabila wajib pajak dapat memperoleh banyamanfaat atas
kepemilikan NPWP,wajib pajak memiliki pemahaman yang baik menge
peraturan perpajakan yang berlalaparat pajakdapat memberikan kualiti
pelayanan yang be¢ kepada wajib pajak, dan adanyangenaa sanksi
perpajakarsecara tegeoleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan peran di
atas, maka disusun kerangka penelitian sebagéuit :

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian
| Kemanfaatan NPWP (X1)

| Pemahaman Wajib Pajak (X2) H H2 (+) |

Kepatuhan Wajib

Pk (Y]
| Kualitas Pelayanan (X3)

| Sanksi Perpajakan (X4)
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2.4 Perumusan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan WajibPajak

Berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP mé&arppenyebab internal
yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dataembuat keputusan
mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam nselaékan kewajiban
perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosigip pajak dapat belajar
melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mangenfaat yang dapat
diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Wajib pajak berkewajiban untuk memiliki NPWP apabielah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan riken peraturan perundang-
undangan perpajakan. Wajib pajak diharapkan desgdar dan sukarela untuk
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. NamungRaorat Jenderal Pajak
juga mempunyai kewenangan untuk memberikan NPWRr&e@abatan bagi
wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi telalemenuhi syarat untuk
memiliki NPWP.

Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga taitelakangi oleh
berbagai kebutuhan wajib pajak atas NPWP terselfutantara (2011)
berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagibn@gijak dapat diartikan
sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak tersehagat memerlukan NPWP.
Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan mardaat memiliki NPWP.
Kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajddara melaksanakan
kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknyaskipun telah memiliki

NPWP, banyak wajib pajak yang tidak melaksanakawakban tersebut.
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Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaaty yselaras dengan
kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak alemotivasi untuk membayar
dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada pajdk yang tidak memiliki
NPWP. Putri (2012) mengatakan bahwa wajib pajaknaleatuh untuk
mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat aggeilikan NPWP. Oleh
karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai saklh faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyakfaat yang diperoleh
wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhajibwpajak juga akan
semakin meningkat. Berdasarkan penjabaran di ataka diajukan hipotesis
pertama sebagai berikut:

H1 : Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terh&egatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Vajib
Pajak

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajektang peraturan
perpajakan merupakan penyebab internal yang dagawpengaruhi persepsi
wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai garkapatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasat&ari pembelajaran
sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengama@an pengalaman
langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimw#ib pajak tentang
peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajakndahemenuhi kewajiban

perpajakan.
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Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telalpteruhi maka selanjutnya
Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, mperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yaemytdang. Kewajiban
perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai mlepgeaturan perundang-
undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban p&grajdapat terpenuhi
dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahanyamg baik mengenai
peraturan perpajakan yang berlaku. Hardiningsii12@engatakan bahwa wajib
pajak yang tidak memahami peraturan perpajakanrasgelas akan cenderung
menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yangnjadi dasar adanya dugaan
bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan jpkgma berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggiklashgpemahaman wajib pajak
mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan pajgi juga akan semakin
meningkat. Hasil penelitian Widayati dan Nurlis 1R), Rajif (2012) dan
Nugroho (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan damalp@man peraturan
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhajib wajak. Berdasarkan
penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis keelbagsi berikut:

H2 : Pemahaman wajib pajak tentang peraturan @kaajberpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wap Pajak
Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan pedan penyebab eksternal
yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk mampenilaian mengenai

perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakawakban perpajakan.
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Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajpat belajar melalui
pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenambagaaparat pajak
dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannyambayar pajak
berhubungan erat dengan kualitas pelayanan teylaai§ diberikan aparat pajak
kepada wajib pajak. Pelayanan yang berkualitasahdpklayanan yang dapat
memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetégmdaatas memenuhi
standar pelayanan yang dapat dipertangungjawalstéan Isarus dilakukan secara
terus-menerus (Supadmi. 2009). Apabila pelayanary yhiberikan oleh aparat
pajak tidak memenuhi atau melebihi harapan wajjbkpderarti pelayanan yang
diberikan tidak berkualitas. Pelayanan yang beitagal akan memberikan
kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan mend&epafuhan wajib pajak
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kembali.hdarena itu, kualitas
pelayanan digunakan sebagai variabel independamdaénelitian ini. Semakin
baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oledrat pajak maka wajib pajak
akan merasa puas sehingga wajib pajak akan mepgdh. Demikian pula
sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan pajsgka wajib pajak akan
cenderung untuk tidak patuh. Hasil penelitian Ar(@012), Rajif (2012) dan
Fuadi (2013) mengungkapkan bahwa kualitas pelaydm&apengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemgjalii atas, maka diajukan
hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terpddgpatuhan wajib pajak
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2.4.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WajiliPajak
Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan naiaup penyebab eksternal
yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajakandahembuat penilaian
mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam nselaékan kewajiban
perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosigip pajak dapat belajar
melalui pengamatan dan pengalaman langsungnyaunpéhberian sanksi yang
dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yangnggkr norma perpajakan.
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman ydegikiin kepada orang
yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agatyran atau undang-undang
tidak dilanggar (Arum, 2012). Apabila kewajiban paakan tidak dilaksanakan,
maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi kgvajgk mengandung unsur
pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pameissanksi perpajakan.
Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk mekabegfek jera kepada wajib
pajak yang melanggar norma perpajakan sehinggptetepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jatr{@k®6) mengatakan
bahwa Wajib pajak akan patuh membayar pajak bilanamelang sanksi
perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Olelhlséi, sanksi perpajakan
diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatwegib pajak. Pengenaan
sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajgk gahingga wajib pajak
akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajilya. Penelitian yang
telah dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari danti®@san (2010), dan Arum

(2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengpositif terhadap
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kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaranadi abtaka diajukan hipotesis
keempat sebagai berikut:

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terh&epatuhan wajib pajak
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METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Varialel

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, makamdakenelitian ini terdapat
lima variabel, yaitu empat variabel independen datu variabel dependen.
Menurut Sekaran (2006), variabel independen merupakariabel yang
mempengaruhi variabel lain baik secara positif nnaupecara negatif. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah kemanfalRWP (X1), pemahaman
wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanderpajakan (X4). Variabel
dependen merupakan variabel yang menjadi perhatema peneliti (Sekaran,
2006). Variabel dependen dalam penelitian ini ddk&patuhan wajib pajak (Y).

Definisi operasional dari masing-masing variabekdbut akan dijelaskan
sebagai berikut :
1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku Wajib Pajatngy taat dan
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengaentikah peraturan
perundang-undangan perpajakan. Variabel kepatulzgib pajak mengacu pada
kriteria Wajib Pajak Patuh dalam Surat Edaran No®B&r02/PJ/2008 Tentang
Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteridemtr. Indikator yang
digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajakraréan :
a. Tepat waktu menyampaikan SPT dalam 3 tahun tarakhi

b. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dandhtangani

44
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c. Menghitung pajak terutang dengan benar
d. Tepat waktu membayar pajak
e. Tidak memiliki tunggakan pajak
f. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sesuai dketgantuan perpajakan
g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang pjkan dalam 5 tahun
terakhir
Indikator variabel kepatuhan wajib pajak berupanpetraan ya atau tidak.
Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak mengamakariabel dummy,
dengan kriteria sebagai berikut :
a. Jika ketujuh indikator di atas tidak terpenuhi makajib pajak tersebut
dikategorikan sebagai wajib pajak tidak patuh daeriskor = 0.
b. Jika ketujuh indikator di atas terpenuhi maka wajiajak tersebut

dikategorikan sebagai wajib pajak patuh dan dislesr = 1.

2. Kemanfaatan NPWP
Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang dipevedgib pajak atas
kepemilikan NPWP. Indikator yang digunakan untukngwkur kemanfaatan
NPWP antara lain :
a. Wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajagatetertib
b. Wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi katiedat memiliki NPWP
c. Wajib pajak terhindar dari tarif Pajak Penghasitang lebih tinggi
d. Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengajuatit kr@nk

e. Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengajirnisaha
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f. Wajib pajak akan memperoleh kemudahan mengikutnggl di instansi
Pemerintah
g. Wajib pajak berpeluang menjadi rekanan Pemerintah
h. Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pelayangajedéan
Pengukuran variabel kemanfaatan NPWP menggunalkaik tpengukuran
skalaLikert 5 poin, dengan arti sebagai berikut :
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
Angka 3 = Netral (N)
Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3. Pemahaman Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpagaledah proses
dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan d#ngaplikasikan
pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2@G08nd Nugroho, 2012).
Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahamajibwpajak tentang
peraturan perpajakan antara lain :
a. Anda memahami cara menghitung pajak penghasilatatey
b. Anda memahami cara memperhitungkan pajak penghaglag harus dibayar

dan angsuran pajak

c. Anda memahami tata cara pembayaran pajak

d. Anda memahami batas waktu pembayaran pajak
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e. Anda memahami sanksi atas keterlambatan pembayajai

f. Anda memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan)(SPT

g. Anda memahami tata cara penyampaian SPT

h. Anda memahami batas waktu penyampaian SPT

I. Anda memahami sanksi atas keterlambatan pelapajak p
Pengukuran variabel pemahaman wajib pajak mengamnakeknik

pengukuran skalaikert 5 poin, dengan arti sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Paham (STP)

Angka 2 = Tidak Paham (TP)

Angka 3 = Cukup Paham (CP)

Angka 4 = Paham (P)

Angka 5 = Sangat Paham (SP)

4. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yamat daemberikan
kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam baeenuhi standar pelayanan
yang dapat dipertangungjawabkan serta harus ditakidecara terus-menerus
(Supadmi, 2009). Kualitas pelayanan diukur menggandima dimensi yang
dikemukakan oleh Parasuramat al (1988, dalam Tijiptono, 2005), vyaitu
kehandalan rgliability), daya tanggaprésponsivene$s jaminan @ssurances
empati (enpathy dan bukti fisik fangibles. Indikator yang digunakan untuk

mengukur kualitas pelayanan yang diberikan olehaeajak antara lain :
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a. Kehandalan
1) Memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan
2) Dapat diandalkan dalam menangani masalah wajitk paja
3) Memberikan pelayanan secara benar semenjak pek@ima
4) Memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yangiégan
5) Berusaha menghindari kesalahan dalam memberikaggrein
b. Daya tanggap
1) Menginformasikan kepada wajib pajak tentang kepastiwaktu
penyampaian pelayanan
2) Memberikan pelayanan yang segera/cepat
3) Bersedia untuk membantu wajib pajak
4) Siap untuk merespons permintaan wajib pajak
c. Jaminan
1) Dapat menanamkan rasa percaya kepada wajib pajak
2) Membuat Wajib pajak merasa aman sewaktu melaksan&kaajiban
perpajakan
3) Bersikap ramah kepada wajib pajak
4) Mampu menjawab pertanyaan wajib pajak
d. Empati
1) Memberikan perhatian secara individual kepada wagjak
2) Memperlakukan wajib pajak secara penuh perhatian
3) Mengutamakan kepentingan wajib pajak dengan sunggabguh

4) Dapat memahami kebutuhan wajib pajak
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5) Memiliki waktu operasi (jam kantor) yang nyaman
e. Bukti fisik
1) Tersedia peralatan yang modern
2) Fasilitas fisik yang menarik secara visual
3) Aparat pajak berpenampilan rapi dan profesional
4) Materi-materi yang berkaitan dengan pelayanan yaewarik secara visual
Pengukuran variabel kualitas pelayanan pajak meragn teknik
pengukuran skalaikert 5 poin, dengan arti sebagai berikut :
Angka 1 = Sangat Tidak Baik (STB)
Angka 2 = Tidak Baik (TB)
Angka 3 = Netral (N)
Angka 4 = Baik (B)

Angka 5 = Sangat Baik (SB)

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa keteptraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditlitaati/dipatuhi, dengan
kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahn wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawail0® Variabel sanksi
perpajakan mengacu pada indikator yang telah digamadalam kuesioner
penelitian Muliari dan Setiawan (2010) yaitu :
a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar apagk cukup berat

b. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggaamapajak sangat ringan
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c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan satiahsarana mendidik
wajib pajak
d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnga taleransi
e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapabsiasgan
Pengukuran variabel sanksi perpajakan menggunaddamkt pengukuran
skalaLikert 5 poin, dengan arti sebagai berikut :
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
Angka 3 = Netral (N)
Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.2 Populasi Dan Sampel

Menurut Azwar (1998), populasi adalah kelompok skbyang hendak
digeneralisasikan oleh hasil penelitian. Arikun®0@2) menjelaskan bahwa
populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. $hragalah sebagian dari
keseluruhan individu yang menjadi objek penelitianwar, 1998).

Populasi dalam penelitian ini adalah WP OP yangakuian usaha di
Kabupaten Tegal. Metode pengambilan sampel yangndlgan dalam penelitian
ini adalah metodeconvenience samplingaitu pengambilan sampel yang
dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudakaes yang dapat
dijangkau oleh peneliti. Berdasarkan data dari IiKiP&@ama Tegal per 1 Juli 2013

tercatat sebanyak 16.614 jumlah WP OP efektif yanglakukan usaha.
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Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakars rberikut (Rao, 1996,

dalam Jatmiko, 2006) :

_ N
"TI1+nN (moe)?
16.614
n

T 1+ 16,614 (10%)2

n = 99,40~ 100 sampel

Keterangan:
n : Jumlah sampel
N : Jumlah populasi

moe : Margin of error maximum yaitu tingkat kesalahan maksimum yang

masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian iniaddalata primer. Data
primer adalah data yang diperoleh langsung daribganya, diamati dan dicatat
untuk pertama kalinya (Marzuki, 2005). Data prirdgreroleh dari jawaban WP
OP yang melakukan usaha di Kabupaten Tegal sebegpnden atas pertanyaan

yang diajukan dalam kuesioner penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelini adalah
metode survei. Metode survei dilakukan dengan érlolisian kuesioner yang

diberikan secara langsung maupun tidak langsungaloieperantara kepada



52

responden, yaitu WP OP yang melakukan usaha dipédbn Tegal. Kuesioner
yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang shaijawab oleh responden
untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, kemanfaatBWVR, pemahaman wajib

pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

3.5 Metode Analisis
3.5.1 Uji Reliabilitas dan Validitas
3.5.1.1Uji Reliabilitas

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa reliabilitas ddalkat untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari latiatau konstruk. Apabila
jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah teonaiau stabil dari waktu ke
waktu, maka kuesioner dikatakan reliabel atau Harrigiabilitas dapat diukur
dengan cara one shot atau pengukuran sekali s#éijayaapengukuran hanya
dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkengan pertanyaan lain
atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaamguRaran reliabilitas
dilakukan menggunakan uji statistkconbach Alphga). Jika suatu konstruk atau
variabel memiliki nilai Cronbach Alpha> 0.70 maka dapat dikatakan bahwa
konstruk atau variabel tersebut reliabel (NunndlB94 dalam Ghozali, 2011).
3.5.1.2Uji Validitas

Ghozali (2011) mengatakan bahwa uji validitas dakam untuk mengukur
sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Apabildapgaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dal&brkuesioner, maka

kesioner tersebut dikatakan valid. Validitas bern untuk mengukur apakah
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pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat betul-badpat mengukur apa yang
hendak diukur. Pengukuran validitas dapat dilakukatengan cara
mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan deng@h skor konstruk atau
variabel. Nilai Correlated Item- Total Correlationatau nilai r hitung
dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika nilai uhg lebih besar dari r tabel dan
nilai positif maka butir atau pertanyaan atau iattk tersebut valid (Ghozali,

2011).

3.5.2 Statistik Deskriptif

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa statistik deskrigigunakan untuk
memberikan gambaran atau deskripsi mengenai vawababel yang diteliti. Uji
statistik deskriptif mencakup nilai minimum, maksim, rata-rata, dan standar

deviasi dari data penelitian.

3.5.3 Analisis Regresi Logistik

Pengujian hipotesis untuk mengetahui adanya pehdamnanfaatan NPWP,
pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sg®pajakan terhadap
kepatuhan wajib pajallilakukan dengan menggunakan analisis regresitikgis
Penggunaan analisis regresi logistik dikarenakanalb@ dependen dalam
penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajakerupakan data yang berbentuk
dummy.Kepatuhan wajib pajak dinyatakan dengan nilaimduk menunjukkan
wajib pajak tidak patuh dan nilai Gintuk menunjukkan wajib pajak patuh.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukd@engan bantuan program
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statistik SPSS Statisitics 91 Langkah-langkah pengujian hipotesis dengan
menggunakan analisis regresi logistdalah sebagai berikut :
3.5.3.1 Menilai Model Fit

Regresi logistikadalah model regresi yang telah mengalami modifikas
sehingga karakteristiknya sudah tidak sama laggaemmodel regresi sederhana
atau berganda. Oleh karena itu, penentuan signgikga secara statistik berbeda.
Dalam model regresi berganda, kesesuaian m&@tsdness of Fitdapat dilihat
dari R-Square ataupun F-Test. Namun, untuk meniladel fit dalam model
regresi logistik dilihat dari :

1. Nilai -2 Log Likelihood (-2 LogL)

Penilaian model fit berdasarkan nilai -2LogL dapdilihat dengan
membandingankan antara nilai —2LogL pada aw&lck number= 0) dengan
nilai —2LogL pada akhirkock number= 1). Nilai -2LogL pada awalb{ock
number= 0) merupakan model yang hanya memasukkan koastaetlangkan
nilai —2LogL pada akhirllock number 1) merupakan model yang memasukkan
konstanta dan variabel independen (Ghozali, 208faabila nilai —2LogLblock
number= 0 lebih besar dari nilai —2Loghlock number 1, maka menunjukkan
model regresi yang baik. Dengan demikian adanyaurpeanLog Likelihood
berarti bahwa model regresi semakin baik.

2.  Omnibus test of model coefficient

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah veelaindependen secara

simultan berpengaruh terhadap variabel dependefai Mhi-square dalam

omnibus test of model coefficiemberupakan penurunan nik& Log Likelihood
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Apabila nilai Chi-square menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 6,0
maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan varialependen dalam model
penelitian secara simultan dapat memprediksi varidépenden.
3. Koefisien Cox & Snell R Square dan Negelkerke R Square

Ghozali (2011) menerangkan bahwax dan Snell's R Squarenerupakan
ukuran yang mencoba untuk meniru ukuRirSquarepadamultiple regression
yang didasarkan pada teknik estimidgzlihood dengan nilai maksimum kurang
dari 1 (satu), sehingga sulit diinterpretasikdagelkerke's R Squammerupakan
modifikasi dari koefisienCox dan Snell’'s R Squaraintuk memastikan bahwa
nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satugal ki dilakukan dengan cara
membagi Cox dan Snell's R Squaredengan nilai maksimumnya. Nilai
Nagelkerke’s R Squarpadalogistic regressiondapat diinterpretasikan seperti
nilai R Squargpadamultiple regression.
4. Hosmer and Lemeshow Test

Ghozali (2011) menjelaskan bahwasmer and Lemeshow’s goodness of fit
testmenunjukkan apakah data empiris cocok atau sesmgian model (tidak ada
perbedaan antara model dengan data sehingga maegelt dlikatakan fit).
Hipotesisnya sebagai berikut :
HO : Model yang dihipotesiskan fit dengan data
HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit denganalat

Kriteria pengambilan keputusan yang untuk mengigotesis ini adalah

(Ghozali, 2011) :
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a. Apabila nilai signifikasihosmer and lemeshow goodness of fit statitioh
besar dari 0,05 maka HO diterima yang berarti modanpu memprediksi
nilai observasinya atau dapat dikatakan model ddpetima karena cocok
dengan data observasinya.

b. Apabila nilai signifikansihosmer and lemeshow goodness of fit statistics
sama dengan atau kurang dari 0,05 maka HO ditokakg yberarti ada
perbedaan signifikan antara model dengan nilai rebsaya sehingga
goodness fit modeidak baik karena model tidak dapat mempredilsi.ni

5. Ketepatan Prediksi Klasifikasi
Ghozali (2011) menjelaskan bahwa tabel klasifik@sK 2 digunakan untuk

menghitung nilai estimasi yang benar (correct) siaah (incorrect). Kolom pada

tabel klasifikasi merupakan dua nilai prediksi daariabel dependen, yaitu wajib
pajak tidak patuh (0) dan wajib pajak patuh (1)riBgpada tabel klasifikasi
menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari baridependen. Model yang

sempurna akan menunjukkan tingkat ketepatan peaani@i0% (Ghozali, 2011).

3.5.3.2Estimasi Parameter dan Interpretasi
Estimasi maksimumlikehood parameterdari model dapat dilihat pada
tampilan outputvariable in the equation Persamaan regresi logistik dapat

dinyatakan sebagai berikut :

Ln 5= B+ B Xot B Xo + B Xa + &y Xa
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Keterangan :

Ln = Log natural

P = Probabilitas kepatuhan wajib pajak
X1 = Kemanfaatan NPWP

X, =Pemahaman wajib pajak

X3 = Kualitas pelayanan

X4 = Sanksi perpajakan

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk mengejperapa jauh semua
variabel independen yang dimasukkan dalam model pueyai pengaruh
terhadap variabel dependen. Koefisien regresi dagiééntukan dengan
menggunakamWald Statistikdan nilai signifikansi, yaitu dengan cara nilaald
Statistik dibandingkan dengar€hi-Squaretabel, sedangkan nilai signifikansi
dibandingkan dengan tingkat signifikansi (5%). Hgsisnya sebagai berikut :

HO : Variabel independen tidak berpengaruh terhadajpbel dependen
HA : Variabel independen berpengaruh terhadap bari@dependen

Kriteria untuk menentukan penerimaan atau penoldipotesis didasarkan
pada tingkat signifikansi (5%) adalah sebagai lerik
1. Jika Wald hitung < Chi-Squaretabel, dan nilaiAsymptotic Significance

tingkat signifikansi (5%) maka HO diterima. Hal inerarti HA ditolak atau

hipotesis yang menyatakan variabel independen bggoeh terhadap

variabel dependen ditolak.
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Jika Wald hitung > Chi-Squaretabel, dan nilaiAsymptotic Significance
tingkat signifikansi (5%) maka HO ditolak. Hal iberarti HA diterimaatau
hipotesis yang menyatakan variabel independen y@&ngengaruh terhadap

variabel dependen diterima.





